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Hukum Progresif : Solusi keadilan bermoral dalam sistem hukum pluralistik ?*
Tristam P. Moeliono
Rachmani Puspitadewi?

Abstrak

Berakhirnya rezim Orde Baru sejatinya membawa bangsa Indonesia ke masa pencarian diri
kembali termasuk pencarian keberadaan hukum yang berkeadilan. Pencarian ini yang seharusnya
muncul dari kesadaran bahwa apa yang telah dilakukan dan dihasilkan pemerintahan di masa
lalu penuh dengan penyelewengan. Alih-alih pimpinan bangsa memilih untuk bereksperimen di
tengah ketidakpastian. Salah satu eksperimen terbesar adalah dengan mengamandemen UUD
1945 dan, dengan itu pula mengembangkan konfigurasi politik dan hukum yang lebih demokratis-
partisipatif. Persoalan yang kemudian muncul ialah bagaimana menjaga kesatuan dan
keselarasan hukum nasional yang karena prosedur pembuatannya secara formal (belum tentu
substantif) “partisipatif”, “demokratis” dan sangat “responsif” justru berkembang dengan cara
“fragmentaris ”.Situasi ini yang berakibat pula pada kinerja hukum yang kemudian mengalami
kegagalan dan jauh dari harapan sebagai ‘panacea’.

Konsep Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo lahir dari kegelisahan menghadapi kekacauan
hukum yang digambarkan di atas. Pendekatan hukum progresif pada prinsipnya menekankan
pentingnya kiprah pengemban hukum individual (hakim, jaksa, polisi). Pada saat sama interaksi
antara sistem politik dan sistem (hukum) di mana para pengemban hukum individual bekerja perlu
pula mendapat perhatian. Hal terrsebut disebabkan kadar demokratis (dan atau partisipatif) dari
produk hukum yang dibuat melalui proses politik turut menentukan seberapa jauh pengemban
hukum dapat melakukan terobosan progresif. Tulisan singkat ini akan membandingkan kiprah dan
kinerja dari peradilan dalam memunculkan keadilan substantif dari masa Orde Baru dan masa
pasca Orde Baru (reformasi). Beranjak dari hal itu, kemudian ditelaah seberapa jauh pemikiran
kritis yang dikembangkan Satjipto tentang hukum yang harus berhati nurani dan yang harus
dikembangkan secara progresif masih relevan untuk menjawab tantangan kekacauan dunia
hukum Indonesia yang juga disebabkan kecenderungan sistem hukum pluralistik.

Kata kunci : kekuasaan hegemonik, pemencaran kekuasaan.

I. Pendahuluan

! Dimuat dalam : Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang dan Thafa Media, Dekonstruksi
dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Semarang-Yogyakarta, 2013, him. 79 — 90. (dalam buku tersebut
terdapat kesalahan penulisan nama dalam daftar isi, tertulis Tristam Moelyono dan Rachmawati Puspitadewi
seharusnya tertulis sebagaimana tertera diatas).

2 Tristam P. Moeliono dan Rachmani Puspitadewi adalah sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Katolik
Parahyangan Bandung.



Konsep dan pandangan (alm) Prof. Satjipto Rahardjo (selanjutnya: Satjipto) tentang Hukum
Progresif terus berkembang seiring dengan perubahan sosial-politik-hukum yang tidak terelakan.
Sebagai konsep yang dianggap memuat nilai-nilai mulia, muncul harapan bahwa konsep ini harus
hidup agar dapat menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia. Akan tetapi harapan
tersebut harus pula mencermati realitas pergeseran konteks sosial-politik-hukum yang jauh
berbeda akibat berakhirnya masa Orde Baru. Untuk memenuhi keinginan tersebut, satu hal yang
dapat dilakukan ialah menelusuri jawaban atas pertanyaan : bagaimana kita sekarang ini dalam
konteks sosial-politik-hukum pasca Orde Baru dapat memahami pandangan hukum progresif yang
dikembangkan Satjipto? Salah satu cara adalah dengan memahaminya sebagai kritik terhadap
peran dan keberpihakan kekuasaan kehakiman terhadap pola kekuasaan politik yang terus berubah.
Sebab itu pula pertama akan ditelaah keterkaitkan ajaran hukum sebagai sarana pembaharuan
masyarakat dengan politik hukum yang dikembangkan Orde Baru maupun pemerintahan pada
masa reformasi. Dengan memperbandingkan kedua era pemerintahan dapat kita telaah bagaimana
kiprah dan kinerja dari peradilan dalam memunculkan keadilan substantif. Beranjak dari ini,
kemudian ditelaah seberapa jauh pemikiran kritis yang dikembangkan Satjipto tentang hukum
yang harus berhati nurani dan yang harus dikembangkan secara progresif masih relevan untuk

menjawab tantangan kekacauan dunia hukum Indonesia.
Il. Pemikiran Hukum era Pemerintahan Orde Baru

Ada keterkaitan erat antara pendekatan hukum pragramatis dari Roscoe Pound (sociological
jurisprudence/legal pragmatism) yang ditransformasikan oleh Mochtar Kusuma-Atmadja menjadi
ajaran hukum sebagai sarana pembangunan (pembaharuan masyarakat)® dengan pengembangan
sistem hukum formal masa pemerintahan Orde Baru. Adalah hukum (negara) sebagai sarana
pembaharu yang memberikan legitimasi bagi pemerintahan Orde Baru untuk mengkonsolidasikan

monopolinya atas kekuasaan pembuatan, pelaksanaan maupun penegakan hukum (positif).

Perlu dicermati, bahwa istilah hukum di sini dimaksudkan terutama peraturan perundang-
undangan yang dapat dikontraskan dengan hukum (yang muncul dari putusan) hakim. Terkait
dengan itu pula penting ajaran tentang sumber (hukum) perundang-undangan sebagai suatu
piramida* yang berujung pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila

3 Lihat pula Mochtar Kusuma-Atmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2011.
4Teori Jenjang Norma Kelsen dan Teori Jenjang Norma Hukum Nawiasky.



sebagai suatu meta-narasi selanjutnya dikembangkan sebagai ideologi resmi negara. Singkat kata,
sistem hukum (perundang-undangan) sebagai representasi Negara mengikuti ide Sahardjo
(menteri kehakiman pada tahun 1960’an) muncul sebagai pengayom (pelindung) bagi semua®.
Maka itu pula, penegak hukum digambarkan terutama sebagai penjaga kewibawaan Negara dan
instrumen negara (perundang-undangan). Tidak mengherankan bahwa simbolisasi hukum (yang
menjadi lambang resmi departemen/kementerian kehakiman) juga diubah. Bukan lagi dewi
keadilan (Themis/justitia dengan pedang dan timbangan) melainkan pohon beringin.
Pohon”hukum” (perundang-undangan) yang mengayomi masyarakat. Maka, negara dan hukum

harus dianggap satu dan sebangun.

Gagasan kesatuan hukum dan negara ini sekaligus memberikan pembenaran bagi upaya
pemerintahan Orde Baru untuk mengkonsolidasikan kekuasaan (sosial-politik-ekonomi-hukum)
ke dalam satu tangan (Presiden sebagai mandataris dari MPR pemegang kedaulatan rakyat®).
Gramsci akan menyebutnya sebagai kekuasaan (negara) yang bersifat hegemonik’. Benedict
R.O’G. Anderson mencoba menjelaskan fenomena ini dengan mengaitkannya pada pemahaman
tradisional akan sumber dan wujud kekuasaan raja-raja tradisional Jawa: transcendental, terpusat
dan sebab itu tidak mungkin dibagi (apalagi perlu dikontrol dan dipertanggung-jawabkan kepada
rakyat)®. Pada tataran lebih praktis, pemusatan kekuasaan ini meniscayakan pengendalian ketat
(dan bila perlu penyatuan) kekuataan ekonomi, militer dan politik. Itu pula sebabnya mengapa
pada masa pemerintahan Orde Baru, elite politik di Jakarta (termasuk petinggi institusi
militer/kepolisian) yang berpuncak pada Presiden mengembangkan jaringan bisnis ke seluruh
wilayah nusantara. Fenomena yang didokumentasikan dengan rinci oleh Richard Robison® dan

juga George Junus Aditjondro °.

5 Bandingkan pula dengan Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Nasional Ke Hukum Nasional-Dinamika Sosial Politik
dalam Perkembangan Hukum Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, him. 211.

STAP MPRS No. XVI/MPRS/1966.

7 Thomas R. Bates, “Gramsci and the Theory of Hegemony”, Journal of the History of Ideas- Vol. 36, No. 2 (Apr. - Jun., 1975),
him. 351-366.
http://www.jstor.org/discover/10.2307/2708933?uid=3738224&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21102810495907
diakses 18 Oktober 2013, pk.09.07.

8 Benedict R.0’G. Anderson, Language And Power : Exploring Political Cultures in Indonesia, Equinox Publishing (Asia) Pte
Ltd, Indonesia, 2006.

% Richard Robison, Indonesia: the rise of capital, Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd, Indonesia, 2009.

10 dan George Junus Aditjondro, Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarkhi berkaki Tiga: Istana, Tangsi dan Partai Penguasa,
LKIS, Yogyakarta, 2006.



http://www.jstor.org/discover/10.2307/2708933?uid=3738224&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21102810495907

Kekuasaan kehakiman-pun tidak lolos dari sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang
hegemonik di atas. Berkenaan dengan itu, ditengarai bahwa hakim serupa yang terjadi pada era
Soekarno kehilangan kemandirian mereka dan berubah menjadi sekadar corong suara pemerintah
yang muncul dalam peraturan perundang-undangan. Putusan pengadilan (yang tidak lagi dibuat
oleh hakim yang bebas-mandiri) cenderung menyuarakan kepentingan (hukum) pembangunan.
Hukum yang dianggap niscaya mencerminkan kepentingan umum cenderung memaksa
individu/masyarakat untuk berkorban demi kepentingan negara/bangsa. Terkooptasinya
kekuasaan kehakiman ke dalam lingkaran kekuasaan-kepentingan elite politik dipotret oleh
Sebastian Pompe, pada 2005, ketika ia menggambarkannya sebagai the institutional collapse of

the Indonesian Supreme Court!?,

I11. Runtuhnya Orde Baru serta Munculnya Harapan Hukum yang lebih demokratis dan

partisipatif

Rezim Orde Baru berakhir setelah Presiden Soeharto (penguasa selama 33 tahun) memutuskan
lengser pada 21 Mei 1998. Rezim pemerintahan yang muncul kemudian, dengan segera
mencanangkan sejumlah perubahan mendasar (reformasi) untuk mengembangkan konfigurasi
politik dan hukum yang lebih demokratis-partisipatif. MPR bukan lagi lembaga negara tertinggi
yang mewujudkan kedaulatan rakyat/Negara, namun semata-mata peleburan DPR
(congress/parlemen) dan DPD yang merupakan perwakilan daerah (menyerupai senat)*?. Dalam
rangka mewujudkan pemerintahan demokratis, pembatasan partai politik dihapuskan dan
sistem/struktur penyelenggaraan kekuasaan negara yang sentralistis dibongkar. Otonomi penuh di
bidang pemerintahan dan legislasi diberikan kepada pemerintahan kabupaten/kota. Rakyat melalui
pemilhan langsung dipersilakan memilih sendiri kepala pemerintah pusat maupun daerah.
Kekuasaan eksekutif habis dipangkas dengan cara memperbesar kewenangan DPR untuk
mengontrol dan menentukan arah kebijakan yang diambil eksekutif'®. Singkat kata perubahan
konfigurasi sistem politik pasca Orde Baru sejatinya membuka ruang bagi munculnya
pemerintahan dan perundang-undangan (hukum) yang lebih responsif, partisipatif maupun
demokratis.

11 Sebastiaan Pompe, The Indonesian Supreme Court: A study of institutional collapse, Ithaca, NY: Cornell Southeast Asia
Program, 2005.

12 Sesuai struktur ketatanegaraan yang dimuat dalam UUD 1945 amandemen.

13 |ihat pasal 20 ayat (1)-(5) UUD 1945 amandemen.



Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana menjaga kesatuan dan keselarasan hukum
nasional yang karena prosedur pembuatannya secara formal (belum tentu substantif)
“partisipatif’, “demokratis” dan sangat “responsif’ justru berkembang dengan cara
“fragmentaris”. Apakah hukum (perundang-undangan) nasional harus merupakan “kolase” dari
keberagaman peraturan daerah yang diterbitkan pemerintahan daerah otonom (dengan maupun
tanpa imbuhan khusus seperti di Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam)? Dari sudut pandang
pemerintah pusat, tantangan konkrit adalah bagaimana mempertahankan tata urutan peraturan
perundang-undangan yang bersifat hierarkhis (dan memuncak di UUD). Solusi yang ditempuh
pemerintah pusat adalah mempertahankan hirarkhi/tata urutan perundang-undangan®*. Pilihan
kebijakan yang kembali mengesankan bahwa (juga) perda kabupaten/kota adalah peraturan
pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bukan — sebagaimana
diimplikasikan pemberian otonomi kepada kabupaten/kota — wujud dari aspirasi masyarakat lokal.
Di samping itu, keselarasan dan peringkat peraturan tersebut dijaga dengan membangun system
pengujian: judicial (Mahkamah Agung), administrative (Mendagri) dan constitutional
(Mahkamah Konstitusi) review. Sebagai ilustrasi konkrit tata urutan peraturan perundang-
undangan (dan sebab itu juga pemerintahan) kentara dalam rancang bangun sistem pembangunan
dan rencana tata ruang. Keduanya mengindikasikan dipertahankannya gagasan hukum

(perundang-undangan) sebagai sarana pembaharu masyarakat.

Namun dalam kurun waktu yang sama, kekuasaan peradilan (Mahkamah Agung) berhasil
memerdekakan diri dari lingkup kewenangan Departemen Kehakiman untuk mengurus dan
mengelola sistem kepegawaian (pengangkatan/penempatan, dan pemberhentian) dan keuangan
dari para hakim. Kemandirian hakim untuk memutus yang dahulu dianggap terkompromikan oleh
sistem penyelenggaraan kekuasaan Negara zaman Orde Baru hendak dikembalikani dengan
mengeluarkan Mahkamah Agung (dan sistem peradilan) dari kendali (administrative)
Kementerian Kehakiman. Sistem satu atap yang dikembangkan Mahkamah Agung diyakini
memunculkan suasana kondusif bagi hakim untuk memeriksa-memutus lepas dari pengaruh
kepentingan eksekutif. Dalam keseluruhan proses ini terpinggirkan soal kualitas, kadar keadilan
dan dampak sosial-hukum dari dari produk Mahkamah Agung adalahyurisprudensi tidak tetap

maupun tetap.

14 Sesuai dengan UU No.12/2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan.



Kebebasan (untuk memutus) ini dikemudian hari memicu pertanyaan bagaimana pemerintah pusat
dapat dan harus mengendalikan hakim (di Mahkamah Agung)? Solusi konstitusional yang muncul
dari negara adalah pembentukan Komisi Yudisial (sebagai pengawas) dan seleksi (fit & proper
test) calon hakim agung oleh DPR. Kewenangan menguji dan menentukan siapa yang berhak
menjabat di lembaga judisiil, namun kemudian, terus diperluas hingga mencakup jabatan kapolri,

panglima tni dan bahkan jabatan menteri (sebagai pembantu presiden).

Apa yang menarik dari perkembangan di atas ialah bahwa sekalipun sistem pemerintahan (dan
kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan) digeser ke bawah (daerah otonom),
sistem kekuasaan kehakiman yang sentralistik tetap dipertahankan. Pengamatan ini menjadi
relevan bila kita bandingkan NKRI ( yang diartikan sebagai negara kesatuan yang federalistik di
tingkat kabupaten-kota) dengan Negara (federal) Amerika Serikat. Setiap negara bagian (yang
otonom) di Amerika memiliki sistem hukum dan peradilan sendiri. Hakim di pengadilan federal
(dan Supreme Court) hanya akan memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu yang
tidakdapat(menurut kriteria tertentu) diselesaikan di tingkat negara bagian. Dari kacamata ini,
bagaimana hakim pengadilan di tingkat kabupaten-kota pasca pemerintahan Orde Baru harus
bersikap dan berpihak ketika menghadapi kasus-kasus yang menghadapkan rakyat (perseorangan
atau kelompok) berseberangan dengan kepentingan pemerintah lokal? Kepentingan apa dan

siapakah yang akan dan harus mereka bela?

IV. Gagalnya mempertahankan kesatuan dan keutuhan hukum (perundang-undangan)

nasional

Dikaitkan kembali dengan upaya mempertahankan hierarkhi perundang-undangan serta hak uiji,
dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah pusat sebenarnya hendak mempertahankan kesatuan
hukum (nasional) sekalipun sekaligus membuka pintu lebar bagi munculnya keberagaman (sistem)
hukum. Harapannya adalah peraturan daerah akan lebih responsifterhadap aspirasi masyarakat
lokal®®. Terutama karena dimunculkan dalam bangunan sistem pemerintahan demokratis dan
keragaman persaingan partai politik. Apakah harapan ini dalam kenyataan terwujud? Bagaimana
mengendalikan aspirasi politik (dari partai-partai politik atau kelompok masyarakat) yang tidak
sesuai dengan cita-cita (mempertahankan harga mati) Negara Kesatuan RI1? Apalagi cita (negara

15 Sesuai prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab.



dan) hukum di tingkat kabupaten/kota bisa menjadi sangat bernuansa keagamaan (perda syariah)
atau berpihak pada putra daerah (etnic centered; atau hanya memajukan kepentingan elite politik

lokal) dan sebab itu cenderung diskriminatif dan eksklusif.

Pokok masalahnya ialah bahwa pemikiran kekuasaan negara yang terpusat (ala Antonio Gramsci
yang cenderung hegemonik) berubah total. Pandangan tersebut yang hanya cocok untuk
menggambarkan rezim pemerintahan Orde Baru tidak lagi memadai. Kekuasaan politik-ekonomi
(dan hukum) justru sekarang ini memencar dan terfragmentasi. Kekuasaan (politik-ekonomi dan
hukum) tidak hanya turun ke pemerintah daerah, namun juga menyebar kepada partai-partai politik
dan kelompok-kelompok masyarakat yang berlomba-lomba mencoba menampilkan diri sebagai

wakil rakyat dan menyuarakan suara Tuhan (vox populi vox Dei).

Di sini pemikiran Gramsci selayaknya digantikan oleh pandangan Michel Foucault’® tentang
wujud kekuasaan yang tidak lagi sentralistik/hegemonik namun justru menyebar bahkan terpencar.
Kekuasaan tidak lagi memusat hanya di institusi negara melainkan juga di kelompok-kelompok
masyarakat (non negara). Hasil akhir dari itu semua adalah produk peraturan perundang-undangan
(di tingkat nasional maupun daerah) yang acap muncul lebih sebagai simbol kemenangan satu
kelompok atau mencerminkan ‘nilai-nilai kesusilaan’ yang dianut masyarakat dominan atau
kelompok yang pada saat itu berhasil mentransformasikan ‘kekuasaan’ yang mereka miliki ke
dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam arena kekacauan sosial-politik yang timbul dari
pemencaran kekuasaan membonceng semangat primordialisme yang memicu konflik horizontal-

vertikal yang terbuka atau lebih kerap tersembunyi seperti bara api.

Maka sistem hukum nasional negara (pemerintah pusat) dalam kenyataan tidak lagi mendominasi.
Sistem hukum ini tidak hanya terfragmentasi karena menguatnya peran legislatif DPRD tingkat
kota/kabupaten, melainkan justru karena kelompok-kelompok masyarakat di luar negara dapat
menantang dan memaksakan keberlakuan sistem hukum non-negara. Tuntutan masyarakat Islam
untuk memberlakukan hukum Islam yang dirasakan lebih adil dari hukum negara terpaksa
diakomodasi dengan memberlakukan hukum ekonomi syariah dan memperluas kewenangan
pengadilan agama.Namun juga keberlakuan/pemberlakuan hukum negara sekarang ini kerap
mendapat tekanan atau tantangan dari kelompok-kelompok yang dengan satu dan lain cara

16 Michel Foucault , Power - The Esential Works of Foucault 1954-1984 (Volume Three), ed. James D. Faubion, Penguin Books,
London, 2000. him. 326.



mendominasi “wacana kebenaran”. Ringkasnya dunia hukum kita sekarang ini dicirikan oleh

keberagaman (sistem-) norma.

V. Relevansi kritikan Satjipto Rahardjo: keadilan yang bermoral dalam sistem hukum yang

pluralistik

Disebutkan bahwagagasan hukum progresif (tahun 2002), muncul disebabkan oleh kegalauan
Satjipto menghadapi kinerja hukum yang banyak gagal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan
bangsa ini. Hukum perundang-undangan ternyata tidak membawa bangsa ini keluar dari
kekacauan yang ditinggalkan Orde Baru. Kesimpulan yang kemudian ditarik ialah bahwa terdapat

kesalahan dalam cara bangsa ini berhukum?’.

Apa yang sebenarnya dikatakan Satjipto? Saat menguraikan asal usul hukum modern, ia
menyatakan bahwa “Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide,
kultur, dan cita-cita”'®. Dapat dibayangkan bahwa kritikan ini tertuju pada dominasi pemikiran
hukum Negara (baik pada masa Orde Baru maupun reformasi) sebagai instrumen (bangunan
hukum) yang ditujukan pada pencapaian tujuan pembangunan (ekonomi) versi negara. Hukum
negara ini, tampaknya dalam kacamata Satjipto tidak mencerminkan bangunan ide, kultur dan cita-
cita dari manusia yang menjadi sasaran (atau “obyek’) dari pemikiran hukum dan pembangunan.
Sebab itu, menurut Satjipto, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum

untuk manusia®®.

Dengan filosofi tersebut, manusia (individual) dianggap menjadi penentu dan titik orientasi
hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Karena itu, hukum bukan institusi
yang terlepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk
mengabdi pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi:
Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang pro-rakyat®®. Dari sudut pandang ini, pandangan
Satjipto sekalipun diametral bertentang dengan pandangan hukum (peraturan perundang-

undangan) sebagai sarana pembaharu masyarakat dari Negara (pemerintah Orde Baru dan

17 Satjipto Rahardjo, Arsenal Hukum Progresif, e-journal.undip.ac.id (Vol 3, No. 1) 2007,
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1034 diakses tanggal 22 Oktober 2013, pk.07.47

18 Satjipto Rahardjo, “Liberasilme, Kapitalisme dan Hukum Indonesia”, Sisi-Sisi lain dari Hukum Indonesia, eds. Karolus
Kopong Medan, Frans J. Rengkas, Kompas, Jakarta, 2003, him. 22.

BLihat pula uraian Satjipto dalam “Hukum itu manusia bukan mesin” dan “Biarkan Hukum Mengalir’, Kompas, Jakarta, 2007.
2Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)”, News Letter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis, No. 59
Desember 2004, him. 1-14.
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tampaknya masih diteruskan sampai kini), tampaknya masih mempertahankan gagasan
pragmatism hukum (terutama dari hukum-hakim yang harus dikontraskan dengan hukum
perundang-undangan). Sistem hukum dari kacamata ini bukanlah bangunan pohon pengayoman

melainkan instrumen yang harus diabdikan pada dan melayani kepentingan manusia.

Bagaimana pelayanan ini harus dilakukan dan apakah konsentrasinya betul hanya pada individu
dan bukan masyarakat (bangsa)? Berkaitan dengan ini, tampaknya Satjipto tetap hendak
mempertahankan kesatuan bangunan hukum (nasional). Karena dengan merujuk pada falsafah
bangsa Indonesia, Pancasila, Satjipto menyatakan bahwa negara hukum yang dianut harus
didasarkan pada Pancasila yang lebih menekankan pada substansi, bukan prosedur dalam
peraturan perundang- undangan semata. Dalam bahasa sederhana: hukum harus mewujudkan
keadilan (substantif) bukan terutama kepastian prosedural. la selanjutnya menyatakan bahwa di
dalam negara hukum Pancasila yang diunggulkan adalah “olah hati nurani”? untuk mencapai
keadilan yang dimaknai sebagai rule of moral atau rule of justice??. Sebab itu pula, disebutkan
bahwa perkembangan hukum modern yang semakin berwatak teknologi tidak dapat digunakan
untuk menyelesaikan berbagai soal dalam masyarakat karena lebih menekankan pada struktur
rasional, prosedur,dan format formal. Hukum harus dimaknai tidak semata-mata sebagai

teknologi, melainkan juga sarana mengekspresikan nilai dan moral.

Beranjak dari ini itu semua dapat dipahami bahwa kritikan Satjipto tertuju pada cara berhukum
yang dijalankan oleh kekuasaan kehakiman. Artinya lebih pada penegakan hukum - bukan pada
proses maupun susbstansi pembuatan perundang-undangan atau implementasi - yang terlalu
mementingkan prosedur (aturan tertulis) dan bukan (tujuan) pencapaian keadilan. Hakim dalam
pandangannya tidak boleh (mutlak?) terikat pada struktur rasional, prosedur dan formal rasional
(hukum acara?), melainkan - berhadapan dengan perkara konkrit - harus mengolah hati nurani.

Kritikan dan ajaran hukum (hakim) yang harus progresif sebagaimana digagas Satjipto sampai
kapanpun jelas masih relevan, terutama berhadapan dengan kasus-kasus penjatuhan hukuman oleh
hakim yang jelas-jelas sangat tidak berkeadilan. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang

mencuri burung, ibu yang mengambil tiga butir buah cokelat, pemakaian sandal di mesjid,

21 Satjipto Rahardjo, “Mesin atau Kreativitas”, Sisi-Sisi lain dari Hukum Indonesia, eds. Karolus Kopong Medan, Frans J.
Rengkas, Kompas, Jakarta, 2003, him. 16.

22 Qatjipto Rahardjo, “Suatu Versi Indonesia tentang ‘Rule of Law’ », Sisi-Sisi lain dari Hukum Indonesia, eds. Karolus Kopong
Medan, Frans J. Rengkas, Kompas, Jakarta, 2003, him. 10.



penghukuman anak kecil yang terlibat perkelahian karena dianggap bersalah melakukan
penganiayaan, penjatuhan hukuman denda terhadap Prita Mulyasari yang bersalah “mencemarkan
nama baik rumah sakit” melalui celotehan di jejaring sosial elektronik, dan penjatuhan hukuman
yang “ringan” terhadap terdakwa korupsi, adalah sedikit dari putusan-putusan yang dikecam
melukai ‘rasa keadilan’ atau ‘kepatutan-kelayakan’ masyarakat. Dalam pandangan Satjipto,
hakim atau penegak hukum lainnya ‘dengan mengolah hati nurani’ seyogianya berani menerobos

bangunan hukum tertulis yang menghalanginya mewujudkan keadilan.

Kendati demikian, satu persoalan ialah apakah hakim ketika memutus perkara benar dapat dan
harus dibiarkan sebebas itu dalam memunculkan keadilan? Apakah pada saat yang sama kita tidak
akan berhadapan dengan persoalan bagaimana menjaga “kepastian” yang juga harus dijunjung
oleh hukum (dan terutama oleh hukum acara yang juga dimaksudkan untuk melindungi hak-hak
tersangka/terdakwa)? Selain itu, bagaimanakah seharusnya hakim bersikap dan memutus tatkala
masyarakat (pencari keadilan) bersentuhan dengan peraturan perundang-undangan yang dianggap
tidak bermoral/tidak berpihak pada rakyat?® atau mencerminkan moral yang berbeda dengan yang

dianut masyarakat?

Bagaimana hakim harus bersikap tatkala masyarakat berhadapan dengan keragaman norma
(hukum) yang saling berbenturan. Misalnya dalam kasus-kasus yang menyoal keabsahan kawin-
cerai siri dalam kaitan dengan poligami berdasarkan hukum agama atau hukum negara; kumpul-
kebo atau pernikahan tanpa pencatatan oleh negara; larangan keluar malam atau mengangkang di
atas motor yang diterapkan terhadap perempuan? Jawaban singkat bahwa hakim tetap harus
mengolah hati nurani dan memberikan putusan yang berkeadilan dan bermoral tidak akan cukup.
Jawaban seperti ini mungkin akan sangat relevan tatkala kita mencermati bagaimana seharusnya
hakim memutus dalam kasus ganti rugi bagi masyarakat Kedung Ombo yang terusir akibat
pembangunan waduk atau tatkala memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia berat. Namun
panduan yang sama tidak akan terlalu berguna ketika harus memutus hak kelompok agama
minoritas (atau yang dianggap menyimpang: ahmadiyah/syiah) untuk mendirikan rumah ibadah
atau beribadah di lingkungan mayoritas yang berbeda keyakinan. Moralitas seperti apakah dan dari
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kelompok manakah yang harus dicerminkan oleh hakim (dan juga perundang-undangan) dalam

masyarakat yang cenderung pluri-normativistic?

Di samping itu, penekanan pada progresivitas serta pemihakan hakim pada keadilan tidak merta
menjawab persoalan seberapa jauh dan bagaimana hukum perundang-undangan (atau hukum tidak
tertulis, antara lain, hukum adat) harus progresif? Bagaimana menilai keberpihakan pembuat
undang-undang pada ‘moralitas’ maupun ‘keadilan substantif’? Persoalan ini kiranya tidak atau
belum disentuh dalam pemikiran Satjipto. Instrumen hukum yang ada seperti disinggung di atas
hanyalah constitutional, judicial dan administrative review. Dalam konteks ini apakah kita dapat
mengatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi atau Hakim Agung atau juga evaluator-pemutus
di Kemendagri sudah berpihak pada “keadilan” dan dapat dinilai progresif menurut ukuran Satjipto
ketika memutus inkonstitusionalitas dari sebagian atau seluruh aturan perundang-undangan |,
bahkan ketika melangkah lebih jauh dengan memutus ultra petita? Khususnya hakim Mahkamah
Konstitusi apakah mereka dapat dikatakan begitu saja “progresif” ketika, misalnya, menyatakan
satu produk perundang-undangan yang dibuat secara partisipatif-demokratis (atau terbentuk

karena kompromi politik) batal demi hukum?
V1. Penutup

Persoalan bagaimana seharusnya relasi hukum (hakim dan perundang-undangan) dengan moralitas
akan jauh membawa kita kembali masuk jauh ke ranah filsafat hukum. Kita di sini akan berhadapan
dengan persoalan bagaimana memilih dan mencari keseimbangan antara tiga tujuan hukum:
keadilan-kepastian-kemanfaatan, dengan atau tanpa perkaitan dengan ide pengayoman versi
Sahardjo. Satjipto sebagai reaksi terhadap positivisme serta pragmatisme dari politik hukum
(perundang-undangan) Orde Baru dan kecenderungan “legalistic” hakim memilih berpihak pada
keadilan substantive. Kiranya dalam pandangannya hakim dan putusan-putusannya — sepanjang
progresif dan berpihak pada keadilan - berguna sebagai sumber hukum yang dapat menandingi
dan menyeimbangkan semangat instrumentalisme dari pembuatan hukum oleh negara. Namun
ketika kekuasaan (termasuk pembuatan hukum) sudah begitu menyebar dan semangat moralitas
keagamaan/kedaerahan merasuk ke dalam peraturan perundang-undangan (di tingkat nasional
maupun daerah), pendekatan hukum progresif dengan pendekatan pada hukum-hakim yang harus

bermoral, tidak lagi sertamerta berguna.
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